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Abstrak
 

Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di

Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4

Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di

dalam

negeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT

NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh

karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding

dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian

mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan

ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014

PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam

negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak

dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil

penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan

mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun

ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses

renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun

2009.

......This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments

in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009),

mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically

this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as

the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and

refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the

implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4
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Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that

the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the

country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT

NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the

obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result

in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on

these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year

2009.


